BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
. DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 |

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pclaksanaan kcgiatan yang di
alokasikan dari Dana llibah Pcmerintah  Pusat
berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indoncsia
Tanggal 16 Scptember 2015 Nomor S-155/MK.7/2015
Pcrihal  Penctapan  Pemberian  Iibah  Dacrah  untuk
Program  llibah  Bantuan  Pcndanaan  Rchabilitas:
Rckonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2015; |

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang di
alokasikan dari Bantuan Kcuangan Pcmecerintah Provinsi
Jawa Timur berdasarkan Surat dari Sckretaris Dacrah
Provinsi Jawa Timur Tanggal 30 Scptember 2015 Nomor
903/9769/202/2015 Pcrihal Pagu Anggaran Decfinitif
Belanja Bantuan Kcuangan Khusus Kepada
Kabupaten/Koia pada Pcrubahan APBD Provinsi Jawa
Timur Tahun Anggaran 2015;

c. bahwa berdasarkan kctentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan
Mcnteri Kcuangan Republik Indoncsia Nomor

162/PMK.07/2015 tentang Ilibah Dari Pemerintah Pusat
Kepada Dacrah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana  dijelaskan
Dalam hal SPPH diterima sctelah APBID Perubahan
ditetapkan, penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan
sctelah Gubernur/Bupati/ Walikota melakukan perubahan
atas Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota mengenai
Penjabaran  APBD  Perubahan dan  memberitahukan

kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah;

Jalan PB. Sudirman Nomor 1, Situbondo, Provinsi Jawa Timur u
Telepon (0338) 67116 Email : info@pemdasitubondo.go.id



Mengingat

3.

5.

bahwa berdasarkan kctentuan Romawi V' angka 11
Lampiran Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pcndapatan dan Bclanja Dacrah Tahun Anggaran 2015,
untuk melaksanakan program dan kcgiatan yang dibiayai
dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana Bos, Dana Otonomi
Khusus, Dana Inscntif Dacrah, Dana Darurat dan dana
transfer lainnya yang sudah jclas peruntukannya scrta
pclaksanaan kegiatan dalam kcadaan darurat dan/atau
mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau
bcelum dianggarkan dalam Pecrubahan APBD dapat
dilaksanakan dcngan menctapkan Peraturan Bupati
tentang Pcrubahan atas Pcraturan Bupati tentang
Pcnjabaran Pecrubahan  APBD dan sclanjutnya
dicantumkan dalam Laporan Rcalisasi Anggaran (LLRA);
bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d dipandang
perlu menctapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Pcraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2014
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah-dacrah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 9 dan Bcerita
Negara Rcepublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Pcnyclenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Ncpotisme (Lcmbaran Ncgara
Republik Indoncsia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tcniang Sistem
Pendidikan  Nasional  (Lembaran  Negara  Republik
Indoncsia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tcentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran  Negara Republik
Indoncsia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tcntang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kcuangan
Ncgara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Ncegara Republik
Indoncsia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Ncegara
Rcpublik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Kcuangan Antara Pemcrintah Pusat dan
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran  Negara  Republik
Indoncsia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tcntang
Pclayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lcmbaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 5030 );

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lcmbaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 5409 );

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tcentang
Keschatan (Lembaran Negara Rcepublik Indoncsia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (L.embaran
Ncgara Rcepublik Indoncsia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lecmbaran Necgara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pcemerintahan  Dacrah (Lecmbaran Necgara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lLcmbaran
Negara Rcpublik Indoncsia Nomor 5587) scbagaimana
tclah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan
Pemerintah Dacrah  Kabupaten Panarukan (Lembaran
Necgara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Kcuangan Kcpala Dacrah dan Wakil Kcpala
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4028);

Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Kcuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lecmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) scbagaimana tclah beberapa kali diubah terakhir
dengan Pcraturan Pemcrintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Ncgara Republik Indoncsia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 4712);

Peraturan Pecmerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pcmerintah Nomor 74 Tahun 2012;

Pcraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Pcrimbangan (LLembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 45795);

Pcraturan Pcmcrintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah scbagaimana tclah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 (Lembaran Negara Republik Indoncesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 4576);

Pcraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Dacrah (Lembaran  Ncgara
Republik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penctapan Standar Pclayanan
Minimal (Lembaran Necgara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Pcraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pcdoman Pembinaan dan Pcngawasan Pcnyclenggaraan
Pemerintah  Dacrah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Pcraturan Pcmerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Pcnyclenggaraan Pemerintahan Dacrah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kcpala Dacrah kepada DPRD dan Informasi Laporan
Penyclenggaraan Pemerintahan Daecrah kcpada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 4693);
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Peraturan Pcmerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemecerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Dacrah Propinsi, dan Pemerintahan Dacrah
Kabupaten/Kota (Lecmbaran Negara Rcpublik Indoncsia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Pcraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan  Uang Negara/Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Pcraturan Pcmerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4815);

Pcraturan Pemecrintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

. Peraturan Pemcrintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan Kcpada Partai Politik (L.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
4972) scbagaimana tclah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Pcraturan Pcemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemcrintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Dacrah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Pcraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Dacrah;

Peraturan Pcmerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 (Lembaran Negara Rcpublik Indoncsia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Ncegara Republik
Indonesia Nomor 5539);
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Pcraturan Pcmerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari APBN;

Pcraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pcembentukan Peraturan  Perundang-
undangan;

Pcraturan Mecenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan Dacrah
scbagaimana tclah beberapa kali diubah terakhir dengan
Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Tcknis Pengclolaan Barang Milik
Dacrah;

Pcraturan Mecnteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Dacrah,
Penganggaran  dan  Pertanggungjawaban  Penggunaan
BBclanja Penunjang Opcrasional Pimpinan DPRD  scrta
Tata Cara Pcngembalian Tunjangan Komunikasi Intensif
dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pcdoman Tcknis Pcngelolaan Kcuangan Badan
LLayanan Umum Dacrah;

Peraturan Mecenteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008
tcntang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil
Cukai Tembakau;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Dari APBD scbagaimana tclah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pecmbentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Bclanja Dacrah Tahun Anggaran 2015;

Pcraturan Menteri Keuangan Nomor : 183/PMK.07/2014
tcntang Batas Maksimal Kumlatif Decfisit APBD, Batas
Maksimal Decfisit APBD dan Batas Maksimal Komulatif
Pinjaman Dacrah Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Menteri Kecuangan Nomor : 162/PMK.07/2015
tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemecerintah
Dacrah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rchabilitasi
dan Rekonstruksi Pascabencana;
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Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun
2003 tentang Pendirian Pcrscroan Terbatas (PT) Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo (L.embaran
Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 Nomor 5)
scbagaimana tclah diubah dengan Peraturan Dacrah
Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran
Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 5);
Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun
2005 tcntang Kedudukan Protokoler dan Kcuangan
Pimpinan dan Anggota Dcwan Perwakilan Rakyat Dacrah
(DPRD) Kabupaten Situbondo (Lembaran Dacrah
Kabupaten Situbondo Tahun 2005 Seri A Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun (Lembaran Dacrah
Tahun 2005 Scri A Nomor 5);

Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun
2006 tentang Kedudukan Kcuangan Kepala Dacrah dan
Wakil Kepala Dacrah  (Lcmbaran Dacrah Kabupaten
Situbondo Scri £ Nomor 2);

Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun
2006 tentang Bantuan Kcuangan Kcpada Partai Politik
(Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Seri I£ Nomor 3);
Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun
2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran
Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 17);
Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah
(Lcmbaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2008
Nomor 13);

Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun
2011 tentang Pajak Dacrah (l.embaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2011 Nomor 4);

Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kcbersihan  (Lembaran  Dacrah  Kabupaten Situbondo
Tahun 2011 Nomor 5);

Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun
2011 tentang Retribusi  Ijin  Mendirikan Bangunan
(Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2011
Nomor 6};

Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun
2011 tentang Retribusi [jin Gangguan (Lembaran Dacrah
Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 7);

Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun
2011 tentang Retribusi [jin Trayek (Lembaran Dacrah
Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 8);
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Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun
2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
(Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2011
Nomor 9);

Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun
2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Dacrah
Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 10);

Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun
2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran
Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 11);
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun
2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
(Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2011
Nomor 12);

Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun
2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran
Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 13);
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun
2011 tentang Retribusi  Tempat  Pelelangan  Tkan
(Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2011
Nomor 14);

Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun
2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 15);
Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun
2010 tentang Investasi Dacrah Kabupaten Situbondo
(Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2010
Nomor 1) scbagaimana tclah diubah dengan Pcraturan
Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2013
(Lecmbaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2013
Nomor 16});

Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun
2011 tentang Bea Pcrolchan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo
Tahun 2011 Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun
2011 tentang Retribusi Pemakaian Kckayaan Dacrah
(Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2011
Nomor 23);

Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun
2011 ({entang Retribusi Pclayanan Pasar (Lembaran
Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 24);
Pcraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun
2012 tentang Penycertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Situbondo Kcpada Pcrusahaan Dacrah Air Minum
Kabupaten  Situbondo (Lembaran Dacrah Kabupaten
Situbondo Tahun 2012 Nomor 4);




Menetapkan

71. Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun

2012 tcntang Rcencana Pembangunan Jangka Panjang
Daecrah  Kabupaten  Situbondo (Lembaran Dacrah
Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6);

72. Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun

2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Bclanja Dacrah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Dacrah
Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 8);

73. Pcraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2014

tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Situbondo Tahun 2015 (Berita Dacrah
Kabupaten  Situbondo Tahun 2014  Nomor 12)
scbagaimana tclah diubah dengan Pcraturan Bupati
Situbondo Nomor 25 Tahun 2014 (Berita Dacrah
Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 25);

74. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2014

tentang Tata Cara Penganggaran, Pclaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pclaporan,
Scrta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan
Sosial, Bantuan Kcuangan, Bclanja Tidak Terduga dan
Pengeluaran Pembiayaan yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan 1Bclanja Dacrah Kabupaten Situbondo
Tahun 2015 (Berita Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun
2014 Nomor 17);

75. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2014

tcntang Penjabaran Anggaran Pcendapatan dan Bcelanja
Dacrah Tahun Anggaran 2015 (Berita Dacrah Kabupaten
Situbondo Tahun 2014 Nomor 57) scbagaimana tclah
diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39
Tahun 2015 (Bcerita Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun
2015 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 57 TAHUN
2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati  Situbondo
Nomor 57 Tahun 2014 {(cntang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Bcelanja Dacrah Tahun Anggaran 2015
scbagaimana tclah diubah dengan Peraturan Bupati
Situbondo Nomor 39 tahun 2015, diubah scbagai berikut :




1.

2.

(o

10

Ketentuan Pasal 1 diubah schingga berbunyi scbagai
berikut :
Pasal 1

Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dacrah Tahun
Anggaran 2015 terdiri dari :
1. Pendapatan
a. Scmula Rp 1.520.381.406.278,68
b. Bertambah Rp 14.377.433.000,00
Jumlah Pendapatan Rp 1.534.758.839.278,68
setelah perubahan

2. Bclanja
a. Scmula Rp 1.671.434.337.372,47
b. Bertambah Rp 14.377.433.000,00
Jumlah Pendapatan Rp 1.685.811.770.372,47
sctelah pcrubahan

Surplus/ (Defisit) Rp (151.052.931.093,79)

3. Pcmbiayaan
Penerimaan Pembiayaan
a. Scmula Rp 151.602.931.093,79
b. Bertambah Rp 0,00
Jumlah Pendapatan Rp 151.602.931.093,79
sctelah perubahan

Pcmbiayaan Netto Rp. 151.052.931.093,79

Sisa L.cbih Pembiayaan Rp 0,00
Anggaran Tahun Berkcnaan

Ringkasan Pcnjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Bclanja Dacrah scbagaimana dimaksud pada angka 1
tcrcantum dalam Lampiran 1 yang mecrupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dirinci Icbih
lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pclaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah scbagaimana yang tclah ditctapkan
dalam Pcraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pcrangkat
Dacrah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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Pasal II

Pcraturan Bupati ini  mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pcngundangan Peraturan Bupati ini dengan pencempatannya

dalam Berita Dacrah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 16 0CT 2019

Pj. BUPATI SITUBONDO,

ZAINAL MUHTADIEN

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR 43



